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PENGANTAR EMNTOR

Pujt syukur kekhadirat Allah SWT, karena atas rakhmat dan karunia-Nya
schingga penyusunan buku dengan judul Stedi Penegakan dan
Pengembangan Hukum, i dapat diterbitkan.

Hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat
tempat bermaungnva hukum. Schubungan dengan  itu studi tentang
penegakan dan pengembangan hukum selalu relevan dari wakiu ke waktu.
Hukum yang ada pada masyarakat masa yang lampau dipandang sudah
tidak lagi sesual dengan perkembangan masyarakat terkini. Oleh karenanya
perlu melakukan pembaharuan hukum setiap saat.  Begitu juga adanya
berbagai tulisan dalam buku ini substansinya mengkaji hukum berkaitan
dengan argumentasi di atas.

Buku ini berisikan |7 {tujuhbelas) kajian tentang penegakan dan
pengembangan hukum dan berbagai disiplin ilmu hukum yang terdin dan
sechanvak 10 (sepuluh) artikel hukum pidana, satu artikel hukum
keperdataan, tiga artikel hukum administrasi negara, dua artikel hukum
tata negara dan satu artikel hukum internasional. Dituliskan oleh para
akademisi yang mumpuni di bidang hukum karena para penulis berbasis
Strata 3 (Doktor llmu Hukum) dan Strata 2 (Magister llmu Hukum) dar
berbagai universitas ternama di negeri ini.

Buku ini sengaja ditulis oleh schagian besar dosen Fakultas Hukum
Universitas Lampung vang berfujuan selain untuk mengenang almarhum
LP. Widodo, 5.H.,M.H. vang wafai pada tanggal 13 Nopember 2012,
sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan budaya akademik di
lingkungan Fakultas Hukum Unila yang juga menjadi cita-cita almarhum.
Selamat jalan Pak Wid, cita-cita dan gagasanmu akan menjadi inspirasi
kami dan semoga pengabdianmu menjadi amal ithadahmu di sisi Allah
SWT. Amiin.

Pengantar Editor m



[alam kesempatan ini kami selaku editor mengucapkan terimakasih
kepada para penulis dan semua pihak yang telah berpartisifasi sehingea
dapat terbitnya buku ini. Selain ity mengucapkan mohon maaf kepada
para penulis yang tulisannya tidak sempat dimuat dalam buku ini karena
salah satunya disebabkan keterbatasan wakiu dan terlambatnya naskah
diterima.

Bandar Lampung, | Februari 2013
Editor,

Pr. Maromi, S.H..M.Hum
Dr. Eddy Rifai, 5.H..M.H.

iv Pengantar Editor
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STATUS HAK ATAS TANAH SEBAGAI
PERSYARATAN MENDIRIKAN BANGUNAN
GEDUNG KAITANNYA DENGAN UPAYA
PENEGAKAN HUKUM

Upik Hamidah

A, Pendahuluan

Bangunan gedung sebagan tempat manusia melakukan kegiatannya,
mempunyai peranan vang sangat strategis dalam pembentukan watak.
perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu,
penyvelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi
kelangsungan dan peningkatan kehidupan seria penghidupan
masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung vang
fungsional, andal, berjati diri. serta seimbang, serasi, dan selaras
dengan lingkungannya.*

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan
ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap
mengacu pada pengaturan penalaan ruang sesuai peraturan
perundang-undangan vang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan
ketertiban hukum dalam penyvelenggaraan bangunan gedung, setiap
bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis
bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib. "

Setiap orang mendambakan bangunan gedung sebagai tempat tinggal/
lempat usaha yang aman, tidak terganggu atau rusak oleh oleh
peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi, bahaya kebakaran, sehat
dan nyaman untuk dihuni serta memenuhi fungsi sebagai tempat
kegiatan. Demikian juga mempunyai hak kepemilikan/penggunaan
vang sah dari aspek kepastian hukumnya. Dimana bangunan gedung
merupakan bagian dari lingkungan maka diharapkan keberadaannya

¥ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Credung,
T ihid,

status Hak Atas Tanah Sebagal Persyaratan Mendirikan Bangunan .. 81
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tidak merusak lingkungannya, lokasinya sesuai dengan lata ruang
yang ditetapkan, tertib, teratur serta memberikan kontribusi keiadahan
dan harmonis terhadap lingkungannya. Untuk mendukung pemenuhan
fungsi bangunan gedung tersebut, pendirian bangunan gedung harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Rerdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungs:
bangunan gedung. Persyaratan ad ministratif bangunan gedung
meliputi:

a, persvaratan status hak atas tanah,

b, status kepemilikan bangunan gedung, dan

¢. izin mendirikan bangunan.

Persyaratan leknis bangunan gedung meliputi:
a. persyaratan tata bangunan, dan
b. persvaratan keandalan bangunan gedung.

Penetapan status hak atas tanah sehagai persyaratan administratif
dalam pendirian bangunan gedung merupakan scbuah vpaya
penegakan hukum yang bersifat prevent f dan bertujuan penting untuk
mencegah timbulnya persoalan hukum dikemudian hari setelah
bangunan gedung tersebut didirikan. Status hak atas tanah yang
diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/
kepemilikan tanah merupakan bentuk kepastian hukum atas
kepemilikan tanah yang akan dimanfaatkan untuk mendirikan
bangunan gedung,

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, akan dibahas
lebih lanjut mengenai Status Hak Atas Tanah Sebagai Persyaratan
Pendirian Bangunan Gedung Kaitannya Dengan Upava Penegakan
Hukum.

Hak Atas Tanah dan Bangunan Gedung

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah vang berisikan
serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang

Status Hak Atas Tanah Sebagai Persyaratan paendirikan Bangunman ...



haknya untuk berbuat sesuatu mengena tanah vang dihaki. Sesuatu
yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, vang merpakan isi
hak penguasasn itulah vang menjadi kriteria atau tolak pembeda di
antara hak-hak penguasaan atas tanah vang diatur dalam hukum
tanah.” Dengan adanya hak atas tanah maka pemilik hak atas tanah
memiliki wewenang vang sekaligus dibebani kewajiban dan‘atau
farangan dalam kepemilikan tanah tersebut. Hak atas tanah tersebul
diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960

Konstruksi hukum tanah nasional mengenal ada bermacam-macam
hak penguasaan atas tanah yang dapat disusun dalam jenjang tata
susunan atau hierarki sebagai berikut:™
a. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA),
b. Hak Menguasai dan Negara {Pasal 2 UUPAY;
¢. Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang
menurut kenyataannya masih ada (Pasal 3 UUPA);
d. Hak-hak Individual;
1} Hak-hak atas tanah (Pasal 4 ULIPA):

a) Primer: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
vang diberikan oleh Nepara dan Hak Pakai yang diberikan
oleh MNegara (Pasal 16 UUPA);

b) Sekunder;: Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, yang
diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi
Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa dan lain-lainnya (Pasal
37,41 dan 55 UUPA),

2) Wakaf (Pazsal 49 UUPA);
3) Hak Jaminan Atas Tanah: Hak Tanggungan (Pasal 23, 33, 39,

51 UL'PA dan Undang-Undang Momor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan).

Hak-hak atas tanah individu yang terdiri dari hak atas tanah primer
dan hak atas tanah sckunder yang telah dipetakan di atas dapat menjadi
pemenuhan syarat dalam mendirikan bangunan gedung. Penjelasan
macam-macam hak tersebut adalah sebagai berikut:

" Boedi Harsono {a), Hukum Agravia indoresia (Sefarak Peovbeniukon Undong-
Lidang Pokok Agraris, Isi don Pelaksaiaannpal, Jakarta: Djambatan, 2003, him 24,
¥ Jhid, hlm 267.
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a. Hak Milik™
Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan
mengingat fungsi sosial. Berdasarkan penjelasan Pasal 20 ULIPA
dizebutkan bahwa sifat-sifat dari Hak Milik yang membedakannya
dengan hak-hak lainnya. Hak Milik merupakan hak vang terkuat
dan terpenuh vang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata-kata
“terkuat dan terpenubh”™ mempunyai maksud untuk
membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak
pakai dan lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-
hak atas tanah yang dapat dimiliki, hak miliklah yang terkuat dan
terpenuh.

b. Hak Guna Usaha'
Hak guna usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna
perusahaan pertanian, perikanan atau perkebunan. Berdasarkan
Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah, Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu 35
tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun atas permintaan pemegang
hak dengan mengingat keadaan perusahaannya.

¢. Hak Guna Bangunan®
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyal
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendin dengan jangka
waktu tertentu, Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 19 s/d
Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Jangka

* Rerasal dari bahasa Belanda Eigendom rechs yang berarti hak atas benda, untuk
menikmati benda ity secara bebas dan menguasainyva secara muthak, Hak milik
dibatasi oleh Undang-undang dan hak kebendaan orang lain. Algra et all, Kamus
Istilah Hukum Fockema Andrese Belanda-Indonesia, Binacipta, Bandung, 1983,
him 114,

" Rerasal dari bahasa Belanda Erfpacht vang berarti hak kebendaan untuk selama
waktu yang ditentukan stan yang tidak ditentukan menikmati sepenuhnya akan
kegunaan suaty barang tidak bergerak milik orang fain dengan kewajiban akan
membayar sewa tahunan, bunga hak usaha baik berupa vang maupun berupa
hasil atau pendapatan, fhid, him 122.

% Berasal darl bahasa Befanda Opsral yang berarti hak kebendaan untuk mengerjakan
atau mempunyai gedung, bangunan atau tanaman di atas pekarangan orang lnin,
hiasanya dengan pembayaran tahunan, fhid, him 369

B4 | status Hak Atas Tanah Sebapgai Persyaratan Mendirikan Bangunan ...



waktu untuk HGB adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan
jangka waktu paling lama 20 tahun atas perminiean pemegang
haknya dengan mengingat keadaan keperluan dan keadaan
bangunannya.

Hak Paka

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atay memungul
hasil dari tanah vang dikuasai langsung oleh negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pembenannya oleh pejabat yang
berwenang membcerikannya atau perjanjian sewa-menyewa atau
perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal ticlak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan undang-undang. Hak Pakai diatur
dalam Pasal 39 /d Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
196,

Hak Sewa

Hak sewa adalah hak vang memberi wewenang untuk
mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada
pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya.

Hak Gadai Tanah

Hak gadai tanah adalah menyerahkan tanah dengan pembayaran
sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan
tanah mempunyai hak untuk meminta kembalinya tanah tersebut
dengan memberikan uang yang besarnya sama,

Hak Usaha Bagi Hasil

Hak usaha bagi hasil merupakan hak seseorang atau badan hukum
untuk menggarap di atas tanah pertanian orang lain dengan
perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi diantara kedua belah pihak
menurut perjanjian yang telah disetujui sebelumnya.

. Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak sewa tanah pertanian adalah penyerahan tanah pertanian
kepada orang lain vang memberi sejumiah uang kepada pemilik
tanah dengan perjanjian bahwa setelah pihak yang memberi uang
menguasai tanah selama waktu tertentu, tanahnya akan
dikembalikan kepada permliknya.

Hak Menumpang

Hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada
seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas
pekarangan orang lain. Pemegang hak menumpang tidak wajib
tmembayar sesuaty kepada pemilik tanah, hubungan hukum dengan
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tanah tersebut bersifat sangat lemah artinva sewakitu-waktu dapat
diputuskan oleh pemilik tanah jika yang bersangkutan memerlukan
sendirt tanah tersebut. Hak menumpang dilakukan hanya terhadap
tanah pekarangan dan tidak terhadap tanah pertanian.

Hak-hak atas tanah individu vang terdin dan hak atas tanah primer
dan hak atas tanah sekunder vang telah dipetakan di atas berfungsi
sebagai persyaratan dalam mendirikan bangunan gedung. Artinva,
dalam mendirikan bangunan gedung, seseorang harus dapat
membukiikan kepemilikan tanah vang akan menjadi lokasi
didirikannya bangunan gedung adalah miliknya atau vang
bersangkutan telah mendapat izin pemanfaatan tanah oleh pemilik
tanah vang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Bangunan gedung menurut Pasal | angka | UL No. 28 Tahun
20002 adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, vang berfungsi sehagai
tempal manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya maupun kegiatan khusus lainnya.

Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha,
sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Penjelasan dari masing-masing
fungsi tersebut berdasarkan Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2002 adalah
sehagai berikut:

Bangunan gedung fungsi hunian meliputi bangunan untuk rimah
tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah
linggal sementara.

Bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi masjid, gereja, pura,
wihara, dan kelenteng.

Bangunan gedung fungsi usaba meliputi bangunan gedung untuk
perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan
rekreasi, terminal, dan penyimpanan,

Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan
gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan,
laboratorium, dan pelayanan gmum.

Satus Hak Atas Tanah Sebagai Persyaratan hendirikan Bangunan ..,




e. Bangunan gedung fungsi khusus meliputi bangunan gedung untuk
reaktor nuklir. instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan
sejenis vang diputuskan oleh menter,

Bangunan gedung harus diselenggarakan dengan berlandaskan pada
asas kemanfaatan, keselamatan. keseimbangan, serta keserasian
bangunan gedung dengan lingkungannva. Asas kemanfaatan
thpergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung dapat
diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungs yang ditetapkan, serta
sebagal wadah kegiatan manusia vang memenuhi nilai-nilai
kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan
kepantasan. Asas kKeselamatan dipergunakan scbagai landasan agar
bangunan gedung memenuhi persyaratan bangunan gedung, yaitu
persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik
dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan di
sekitarnya, di samping persyaratan vang bersifat administratif, Asas
keseimbangan dipergunakan sebagal landasan agar keberadaan
bangunan gedung berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan
ekosistem dan lingkungan di sekitar bangunan gedung. Asas keserasian
dipergunakan scbagai landasan agar penyelenggaraan bangunan
gedung dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan
gedung dengan lingkungan di sekitamya sebagaimana diatur dalam
Pasal 2 dan Penjelasan Umum UL No. 28 Tahun 2002,

C. Status Hak Atas Tanah Sebagai Persyaratan Pendirian Bangunan
Gedung Kaitannya Dengan Upava Penegakan Hukum

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa LU No. 28 Tahun
2002 mensyaratkan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi
bangunan gedung. Berdasarkan Pasal 8 UL No. 28 Tahun 2002, setiap
pendinan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif
yang meliputi: *

a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang

hak atas tanah,

" Persyaratan ini dintur juga dalom Pasel B Peraturan Pemerintah Momor 36 Tahun
2005 rentang Perawran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung.

Status Hak Atas Tanah Sebagai Persyaratan Mendirikan Bangunan ., BT



b.
&

status kepemilikan bangunan gedung, dan
izin mendirikan bangunan gedung, sesual ketentuan peraturap
penuindang-undangan vang berlaku.

Penjelasan dari ketentuan di atas adalah sebagai berikut:™

Hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan
dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/
kepemilikan tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan {HGB),
hak guna usaha (HGLU), hak pengelolaan, dan hak pakai, Status
kepemilikan atas tanah dapat berupa sertifikat, girik, pethuk, akte
jual beli. dan akte/bukti kepemilikan lainnyva. [zin pemanfaatan
pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam
perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik
tanah dan pemilik bangunan gedung.

Status kepemilikan bangunan gedung merupakan surat bukti
kepemilikan bangunan gedung yvang dikeluarkan oleh Pemenintah
Daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung.
Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung,
pemilik yang baru wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam
undang-undang .

lzin mendirikan bangunan (IMB) adalah surat bukti dari
Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat
mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan
berdasarkan rencana teknis bangunan gedung vang telah disetujui
oleh Pemerintah Daerah.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa tanah yang dapat
didirikan bangunan pedung adalah yang dilandasi alas hak sebagai
berikut:

a.

hak milik,

b. hak guna bangunan (HGB),

.

i

hak guna usaha (HGU),
hak pengelolaan. dan
hak pakai.
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Hak-hak tersebut harus dibuktikan dengan status kepemilikan atas
tanah vang berupa sertifikat, gink, pethuk, akie jual beli, dan akwe/
bukti kepemilikan lainnya. Bangunan gedung juga dapat didirikan
dengan lzin pemanfaatan vang pada prinsipnya merupakan persetauan
vang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas
tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Penempatan status hak atas tanah sebagai persyaratan dalam
mendirikan bangunan gedung pada dasarnya merupakan salah satu
bentuk upava penegakan hukum preventif yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya persoalan hukum dikemudian hari.™ Jimly
berpendapat bahwa,* Penegakan hukum adalah proses dilakukannya
upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara
nvata sehagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-
hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan
oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya
penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit,
Dalam arti luas, proses penegakan hukum it melibatkan semua subjek
hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan
aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku,
berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arts
sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan
sebapai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin
dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana
seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila
diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk
menggunakan daya paksa.”

* pada dasarnya, penegak-an hukum dapat dilskukan secara preventif dalam upaya
pemenuhan peraturin (compliance) dan secara represil melalui pemberian sanksi
atay proses pengadilan dalam hal werjadi perbuatan mefanggar peraturan. Lihat
Muhammad Akib, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik
Ekafogis, Penerbit Unita, 20011, him 34.

* Jimly Asshiddigie, Pemegakan Hukum, Makalah, him |,

= fhid,
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Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudu
objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya «
juga mencakup makna vang luas dan sempit, Dalam arti luas,
penegakan hukum it mencakup pula nilai-nilai keadilan yang
terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai
keadilan vang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit.
penegakan hukum ity hanya menyangkut penegakan perafuran yang
formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan Jaw
enforcement ' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan
perkataan ‘penégakan hukum® dalam arti luas dan dapat pula
digunakan istilah ‘penegakan peraturan” dalam arti sempit.™

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan
cakupan nilai keadilan vang dikandungnya ini bahkan juga timbul
dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the
rule of faw * versus *the rule of fust law ' atau dalam istilah ‘the rule of
law and not of man * versus istilah ‘the rude by faw " yang berarti 'the
rule of man by law ", Dalam istilah ‘the rule of law " terkandung makna
pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam antinya yang formal,
melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di
dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rufe of just law’. Dalam
istilah ‘the rule of law and not of man' dimaksudkan untuk
menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintaban suatu negara
hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah
sebaliknya adalah ‘the rufe by law’ vang dimaksudkan sebapai
pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai
alat kekuasaan belaka.™

Menurut Satjipte Rahardjo, Penegakan hukum merupakan suatu
proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi
kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sim
yaitu vang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-
undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum it
Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan
hukum, turut menentukan bagaimana pencgakan hukum itu dijalankan.

o Ihid.
" Ihid,
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Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu
memuncak pada pelaksanaannva oleh para pejabat penegak hukum
itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan
bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukuem dalam
melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan
hukum vang harus dijalankan i dibuat. * Kaitannva dengan pendinan
bangunan gedung, pembentuk UL Mo, 28 Tahun 2002 menginginkan
bangunan gedung dapat diselenggarakan dengan baik sesuai dengan
syaral administratif dan teknisnya agar dapat memberikan kepastian,
kenvamanan, kesclamatan sesuai dengan fungsinyva.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto,
dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan
perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni
pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan
hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor
sarana atau lasilitas vang mendukung proses penegakan hukum.
Keempat, faktor masvarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum
tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan
kepatuhan hukum yang merefleksi dalam penlaku masyarakat, Kelima,
faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.®' Sementara itu Satjipto
Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam
proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada
proses. Berdasarkan kritenia kedekatan tersebut, terdapat tiga unsur
utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur
pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif, Kedua, unsur
penegakan hukum eq. polisi, jaksa dan hakim. Ketiga, unsur
lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.** Penegakan
hukum preventif berupa ketentuan persyaratan hak atas tanah dalam
mendirikan bangunan gedung juga dapat terpengaruh oleh faktor-

= Batjipio Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, him,
24-25. Dalam Turiman Fachturahman Nur, Wemahami Konsep Penegakan Hukuer
Sebuah Catatan, Makalsh, him 3.

* Boerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Jakara; BPHN & Binacipa, hal,
15; Beerjono Sockanto, 1983, Faktor-Faktor vang Mem-pengarubi Penegakan
Hukum, lakartn; Rajawali, him.; 4-3,

= Op cit, Satjipte Rahardjo, him 23.
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faktor yang telah dijelaskan tersebut, apabila dalam pelaksanaanya
aparat hukum (pemda) dan/atau masyarakat melakukan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

A, Penutup

Penempatan status hak atas tanah sebagai persyaratan dalam
mendirikan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam UL No. 28
Tahun 2002 pada dasarnva merupakan salah satu bentuk upaya
penegakan hukum preventif vang bertujuan untuk mencegah tenjadinya
persoalan hukum dikemudian hari. Tidak semua alas hak atas tanah
dapat dijadikan dasar dalam mendirikan bangunan gedung, hanya
tanah yang dilandasi alas hak tertentu sebagai berikut: hak milik, hak
guna bangunan, hak guna usaha, hak pengelolaan, dan hak pakai yang
dapat didirikan bangunan gedung diatasnya. Alas hak tersebut harus
dibuktikan dengan status kepemilikan atas tanah yang berupa
sertifikat, girik, pethuk, akte jual beli, dan akte/bukti kepemilikan
lainnya. Bangunan gedung juga dapat didirikan dengan lzin
pemanfaatan vang pada prinsipnya merupakan persetujuan yang
dinvatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah
atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.
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